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USAI sudah pesta demokrasi
Pemilihan Kepala Daerah (Pil-
kada) 2020. Meski belum secara
resmi ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU), namun
masyarakat sudah mengetahui
siapa-siapa saja yang menjadi pe-
menangnya. Karena masing-ma-
sing tim pasangan calon (Paslon)
sudah melakukan penghitungan
berdasarkan data dari tiap TPS
atau hasil rekapitulasi di tiap ke-
camatan.

Bagi yang berdasarkan kalku-
lasinya menang, tentu saja
kegembiraan sudah dirasakan se-
jak Rabu (9/12) sore. Bukan ha-
nya bagi paslon yang menang,
tetapi juga segenap jajaran tim
suksesnya di semua tingkatan,
bahkan para pendukungnya.
Begitu juga bagi yang menurut
kalkulasi tidak resmi kalah, su-
dah mengetahui dan merasakan
kesedihannya.

Lantas bagaimana mestinya
menyikapi hasil pilkada ini? Gu-
bernur DIY Sri Sultan Hamengku
Buwono X sudah meminta para
paslon agar sportif dan menghar-
gai pilihan rakyat serta bersikap
bijak. Siapapun pasangan yang
menang tidak boleh sombong.
Sedang yang kalah tidak perlu iri.
Sebab, Pilkada merupakan proses
demokrasi sesuai pilihan rakyat
yang harus dihargai.

Tentu saja harapan agar yang
menang tidak sombong ini bukan
hanya ditujukan bagi paslon,
tetapi juga segenap tim dan para
pendukungnya. Begitu juga ha-
rapan untuk yang kalah. Sebab,
dalam persaingan menang atau
kalah adalah hal biasa. Semua
kontestan mestinya sudah
menyadari sejak awal, bahwa
nantinya yang akan terpilih ha-
nya satu. Kemungkinannya me-
mang hanya ada dua, yaitu akan
terpilih atau tidak. Karena itu
mestinya sejak awal sudah siap
menghadapi kenyataan jika tidak
menang, sehingga menerima de-
ngan legawa. Karena itu tepat
adanya pepatang menang ora

umuk, kalah ora ngamuk (Kalau
menang tidak sombong, kalah
kalah tidak marah).

Apalagi kalau Dbicara soal
takdir, di mana apapun yang
akan terjadi sebenarnya sudah
ditetapkan oleh Yang Maha
Kuasa. Kemarin masing-masing
sudah berupaya maksimal untuk
menjemput takdir, bahkan sam-
pai berbulan-bulan, siang dan
malam, serta menghabiskan bi-
aya yang tidak sedikit. Sekarang
takdir sudah diketahui, makanya
harus diterima dengan lapang
hati. Kalau ingin berlaga lagi, ki-
ranya masih kesempatan dalam
pilkada mendatang.

Di sisi lain kita juga harus se-
makin dewasa dalam melak-
sanakan demokrasi. Antara lain
dalam menghargai suara mayori-
tas. Karena itu bagi paslon yang
kalah, untuk menunjukkan kede-
wasaan dan kematangan ji-
wanya, sekaligus sebagai teladan
bagi masyarakat, sebaiknya men-
datangi yang menang untuk men-
gucapkan selama, bahkan siap
membantu atau mendukung
kepemimpinannya di pemerin-
tahan nanti. Sikap gentle ini bisa
jadi teladan dan menjadi image
positif bagi yang bersangkutan.

Sedang bagi para pendukung-
nya, kini saatnya untuk hidup se-
cara guyup dan rukun kembali.
Perbedaan pilihan atau dukung-
an hendaknya tidak diperpan-
jang, apalagi sampai menimbul-
kan perpecahan yang hanya akan
mengganggu hubungan sosial ke-
masyarakatan. Tidak ada un-
tungnya memperpanjang perseli-
sihan dan perbedaan. Dengan hi-
dup secara guyub dan rukun, ma-
ka  kehidupan sosial ke-
masyarakatan akan bisa dijalani
dengan tenang dan nyaman.

Mari kita songsong kehidupan
baru dengan lebih baik. Namun
jangan lula untuk tetap meng-
awal pelaksanaan janji-janji dan
rencana program pasangan terpil-
ih saat kampanye beberapa wak-
tulalu. O

tanggung jawab penulis.

£is)

3M dan Protokol Doa

PANDEMI Covid-19 adalah
realitas global yang mener-
jang tatanan kehidupan umat
manusia dari level internasi-
onal hingga rumah tangga.
Kemunculannya menyerang
siapa saja dapat terjangkiti
tanpa memandang negara,
agama, suku, ataupun strata
sosial lainnya. Covid-19 men-
jadi musuh bersama yang
harus dilawan dengan cara,
salah satunya memutus mata
rantai penyebarannya. Tidak
elok jika masih ada yang se-
lalu merespons penanganan
Covid-19 ini dengan ‘kecuri-
gaan politis’. Tidak layak juga
jilka ada yang mencoba
mengeruk keuntungan dalam
situasi pandemi seperti ini.

Covid-19 ini adalah musi-
bah yang mengglobal. Covid-
19 tidak akan memilih
sasarannya berdasarkan per-
timbangan keagamaan

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor
Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42
Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau
melalui email pikiranpembaca@gmail.com. MNaskah dilengkapi fotokopi
atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi

ataupun aliran. Siapapun
berpotensi terpapar jika daya
tahan tubuhnya tidak kuat,
tidak menerapkan pola hidup
sehat, ataupun tidak mene-
rapkan physical distancing.
Maka melalui tulisan ini
mari terus kita tingkatkan
Program 3M yakni mencuci
tangan pakai sabun dengan
air yang mengalir, memakai
masker dan menjaga jarak ini
ikhtiar yang sempurna.
Namun dari sisi religiusitas
keagamaan kita Jangan lu-
pakan protokol doa. Karena
doa bisa mengubah takdir
ataupun kondisi yang ada ter-
masuk Covid-19. Mari selalu
peduli dengan diri sendiri dan
lingkungan sekitar kita. Tentu
dengan harapan segera ber-
akhir wabah Covid-19 ini.
Ismunandar SPdI
Pendidik di MTs Negeri 5
Kulonprogo.

Pilkada, Ujian Ketahanan Demokrasi

PILKADA telah usai dilaksanakan.
Artinya, sudah tidak relevan menolak
penyelenggaraan pilkada dengan berba-
gai argumentasinya. Tugas riil di depan
mata adalah ikut membantu agar reka-
pitulasi suara terselenggara dengan
aman, damai, transparan dan tentu saja
menjamin keselamatan semua pihak.
Pada konteks ini, tanggung jawab tidak
lagi menjadi milik pemerintah, penye-
lenggara pilkada, pengawas, polisi,
maupun hansip, melainkan menjadi tu-
gas bersama seluruh komponen ne-
gara. Kegagalan pilkada (jika terjadi)
bukanlah kegagalan pemerintah dan
penyelenggara pemilu semata,
melainkan catatan buruk demokrasi
kita bersama.

Tulisan ini, ingin menyoroti penye-
lenggaraan pemiluka baik pada saat
maupun pascapencoblosan. Berbagai
risiko tentu saja masih ada, baik pada
tataran substansi pemilukada sebagai
implementasi konkret dari demokrasi
lokal, maupun pada jaminan hak atas
kesehatan khususnya pada masa pan-
demi. Pemerintah, KPU, dan DPR
telah memutuskan pilkada tetap di-
selenggarakan, maka kewajiban se-
lanjutnya adalah memastikan agar
pelaksanaan tetap menjamin hak atas
kesehatan. Kelalaian pemerintah (ter-
masuk penyelenggara pemilu) dalam
menjamin hak atas kesehatan ini, bisa sa-
ja bermuara pada pelanggaran Hak Asasi
Manusia.

Cukup Berat

Pertama, tugas cukup berat diemban
Badan Pengawas Pemilu, baik di tingkat
provinsi, kabupaten/kota, hingga struktur
paling bawah di TPS. Tugas yang paling
utama adalah memastikan pelaksanaan
pilkada, mulai dari pencoblosan, penghi-
tungan suara, hingga rekapitulasi suara
pada semua tingkatan mentaati protokol
kesehatan. Siapapun yang berada di loka-
si Tempat Pemungutan Suara (TPS)
harus menggunakan masker, menjaga
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jarak dengan orang lain, dan mencuci ta-
ngan ditempat yang disediakan.
Pengawas pilkada harus tegas kepada
semua orang untuk mentataati aturan
dasar ini, karena kekhawatiran akan
menjadi klaster besar peningkatan Covid-
19 akan terjadi jika protokol kesehatan
ini tidak diperhatikan. Tugas ini sebe-
narnya tidak hanya diemban oleh peng-

awas pemilu saja, penyelenggara pemilu,
polisi, hansip, dan bahkan Pol PP yang
sedang berada di lokasi juga memiliki
tanggung jawab. Negara-negara semisal
Korea Selatan dan Amerika dapat menja-
di pelajaran bersama, bagaimana menye-
lenggarakan pemilu di tengah pandemi,
namun tetap éterkendali’.

Kedua, harus diingat bahwa pemiluka-
da sebagai wadah pelaksanaan demo-
krasi lokal merupakan implementasi nya-
ta dari Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945,
bahwa kedaulatan berada di tangan raky-
at. Oleh karena itu, selain menjamin hak

atas kesehatan, negara juga memiliki ke-
wajiban untuk menjamin agar kedaula-
tan masyarakat pada masing-masing
daerah tidak dinodai dan dibajak oleh
oknum-oknum tertentu. Berbagai bentuk
kecurangan, baik pada saat pencoblosan,
penghitungan suara, maupun saat reka-
pitulasi suara sangat mungkin terjadi.
Terlebih, adanya pandemi Covid-19 ini
menjadikan pengawasan oleh civil society
menjadi kurang optimal. Kita berharap
penuh pada penyelenggara dan pengawas
pemilu, agar menutup segala celah ke-
curangan yang mungkin terjadi.
Menahan Diri

Ketiga, terakhir, tentu saja kita
harus mengingatkan kepada masing-
masing pendukung calon kepala dae-
rah agar menahan diri untuk tidak
terprovokasi memancing keributan.
UU telah memberikan ruang jika me-
mang terjadi kecurangan pilkada seca-
ra terstruktur, masif, dan sistematis.
Pendukung cukup mengumpulkan ba-
rang bukti sebanyak mungkin, lalu
membawanya ke sengketa hasil pilka-
da di Mahkamah Konstitusi. Jika me-
mang terbukti, MK sudah berkali-kali
membatalkan hasil pilkada.

Pilkada 2020 ini merupakan ujian
riil ketahanan demokrasi Indonesia.
Keberhasilan pilkada akan menjadi
catatan penting dalam sejarah de-
omkrasi Indonesia masa depan. [J

*) Dr Despan Heryansyah SHI SH
MH, Peneliti Pusat Studi Hukum
Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-
pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel
untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan anta-
ra535 - 575 kata, dengan mengisi subjek menge-
nai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan
fotocopy identitas. Terimakasih.

Mengajarkan Bertanggung Jawab

Saya akan bertanggung jawab
dan membeberkan apa yang terjadi.

ITULAH sekalimat ucapan seorang
menteri, usai ditetapkan sebagai tersang-
ka Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Kalimat aktual tersebut penulis
bawa ke hadapan para murid dalam
diskusi tatap-layar, hanya satu tujuan
yakni demi memaknai tanggung jawab
dengan semestinya. Pertanyaan seder-
hana untuk para murid, apakah tindakan
koruptif seorang pejabat negara dapat
disebut bertanggung jawab? Bagaimana
memaknai sebuah tanggung jawab?
Apakah dengan menceritakan kronologi
atau mengakui yang dilakukan, sese-
orang bisa disebut bertanggung jawab?

‘Post-factum’

Seseorang merasa bertanggung jawab
ketika sudah mengucapkannya. Seolah
persoalan selesai dengan mengucapkan-
nya di depan khalayak. Pejabat negara
yang menggarong duit rakyat demi keun-
tungan pribadi atau kelompoknya lantas
menyatakan bertanggung jawab setelah
tertangkap aparat pemberantas korupsi.
Tanggung jawab post-factum (setelah ter-
jadi) hanya akan mengaburkan tanggung
jawab yang mengawali kejadian. Bagai-
mana mungkin seseorang mau bertang-
gung jawab atas korupsinya, sementara
sebelumnya dia dengan sengaja meng-
abaikan etika lantas melakukannya?

Nekad melakukan korupsi, padahal
tahu hal itu melanggar hukum dan moral,
itu tergolong tidak bertanggung jawab.
Pilihan tindakan yang tidak bertanggung
jawab tentu tidak bisa menghadirkan
tanggung jawab berikutnya. Seorang pe-
sohor bertepuk dada mau bertanggung
jawab membiayai anak-anak dari seorang
bapak yang mati ditabrak mobil yang di-
kendarai anak pemusik itu, apakah ini
bertanggung jawab? Ketika pesohor terse-
but membiarkan anaknya yang belum
ber-SIM ugal-ugalan di jalanan bermobil,
itulah dia tidak bertanggung jawab seba-
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gai bapak. Tanggung jawab apa yang mau
ditunaikan seseorang yang sejak dari hu-
lunya tidak bertanggung jawab.

Dalam nalar dan nurani sederhana,
bertanggung jawab telah dimulai sejak
dari pikiran, sejak merencanakan, sejak
dari muasal tindakan akan dilakukan.
Jika sejak dari pikiran sudah tidak
bertanggung jawab, yang muncul kemu-
dian hanyalah tanggung jawab post-fac-
tum yang mengaburkan fakta kerusakan
dan kerugian yang ditimbulkan.

Belajar di Kelas

Murid-murid yang bersama saya dapat
mudah memahami ketika dicontohkan
yang mereka alami. Ada yang memilih
bermain game kemudian tidak menger-
jakan tugas atau PR lantas kepada guru
mengaku siap bertanggung jawab,
bahkan siap menerima sanksi. Atau, ter-
lambat hadir masuk kelas karena memi-
lih begadang atau menonton bola hingga
larut, pun berani mengatakan siap
bertanggung jawab. Nah, di sinilah ke-
sadaran anak-anak kita perlahan ditum-

tentang tanggung jawab, pengalaman
mutakhir di kelas saya menyodorkan teks
The Death of Sukardal tulisan Gunawan
Muhammad. Terkisah Sukardal, penarik
becak yang memilih menggantung diri
karena becaknya dirazia dinas penertiban
kota. Setujukah dengan pilihan bunuh
diri Sukardal? Mereka menjawab tidak
setuju, karena tidak bertanggung jawab
terhadap empat anaknya yang masih ke-
cil. Hanya dengan membiasakan para
murid menyelisik berbagai kasus dan
membantu merefleksikannya, anak-anak
kita akan mempunyai pemahaman akan
makna tanggung jawab.

Perangkat dalam masyarakat yang
membantu kita bertanggung jawab, yakni
berbagai aturan. Mengerti konsekuensi
dan dampak ikutan suatu tindakan se-
mestinya memantik seseorang untuk
memulai bertanggung jawab. Murid-
murid masih bisa terus Dbelajar.
Sementara, mereka yang jelas-jelas tahu
aturan sekaligus pemangku kepentingan
malahan melanggarnya, jelas tidak bisa
bertanggung jawab. ***

*) St Kartono, Guru SMA Kolese De
Britto Yogyakarta)

buhkan, memilih bermain game
daripada mengerjakan tugas itu
saja tidak bertanggung jawab,
sengaja begadang lantas abai
bangun pagi sehingga terlambat
masuk kelas itupun tidak

bertan, jawab 89%.
Murigg-lg i’il d réma.a an -- Semoga 14 hari ke depan tak ada
Va8 Yang | jonjakan Covid.

berpacaran hingga menjadikan
kehamilan, lantas menyebut
akan bertanggung jawab, inilah
tanggung jawab yang sumir.
Ketika relasi belum sah sebagai
suami-istri, lantas bertindak
melebihi batas yang semestinya --
itu sudah tergolong tidak
bertanggung jawab. Tanggung
jawab macam apa yang mau
dipikul?

Untuk memancing refleksi

Dalam Pilkada, Kepatuhan prokes di atas

Lama tidak sekolah, moral anak merosot.
-- Perlu jadi perhatian bersama.

Ketua Umum PP Aisyiyah raih doktor.
Selamat dan
Noordjanah.
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